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RINGKASAN 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh 

Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan  Tempurejo 

Kabupaten Jember  Tahun  Anggaran 2017), Abdurrahman Agung Laksono, 

140910201057 ; 2018 ; 91 halaman ; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Desa merupakan tingkat struktur pemerintahan paling rendah yang diakui 

dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saat ini desa mendapatkan perhatian 

khusus dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 

tentang desa bahwa pemerintah  desa telah diberi kewenangan lebih untuk 

mengatur dan membangun desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa itu 

sendiri. Dari segi pendanaan desa juga telah mendapatkan dana yang cukup besar 

dari berbagai sumber seperti DD, ADD, dana restribusi hasil pajak dan 

pendapatan asli yang dimiliki oleh desa. apabila semua itu dijumlahkan maka 

jumlahnya cukup besar. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan yang 

didapat oleh pemerintah desa yang berasal dari APBD kabupten. Dana ADD 

diperuntukkan sebagai dana operasional pemerintah desa dan pembangunan desa 

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat desa Wonoasri. 

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti pada Desa Wonoasri 

yang dikabarkan oleh media Radar Jember pada tanggal 15-10-2016 dengan 

headline “Wonoasri, Desa Pertama di Jember dengan Transparansi Publik”. 

Peneliti tertarik tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan 

oleh pemerintah Desa Wonoasri dalam mengelola keuangan khususnya dalam 

mengelola ADD pada tahun anggararan 2017. Penelitian tentang transparansi dan 

akuntabilitas ini juga karena telah banyaknya kasus penyelewengan keuangan 

desa oleh beberapa oknum pemerintah desa dengan tujuan memperkaya diri 

sendiri. Seperti yang terjadi di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten 

Jember terjadi penyelewengan dana ADD pada tahun anggaran 2014 dan 2015, 

DD 2015, Pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) 2013,2014,2015, dan laporan 

pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2014 yang 
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diduga fiktif. Di Desa Wringintelu oknum kepala desa yang berinisial SB 

melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menyelewengkan keuangan desa 

untuk memperkaya diri sendiri. Beberapa contoh kasus penyelewengan 

membuktikan bahwa asas transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk 

ditegakkan. Semakin transparan dan baiknya akuntabilitas yang dilakukan oleh 

pemerintah desa bisa dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa 

penyelenggaraan  pemerintahan telah berjalan dengan baik begitu pula terkait 

dengan pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan 

bagaimana transpaansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Wonoasri kecamatan Tempurejo dalam mengelola ADD pada  anggaran 2017.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu 

pada data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh 

pemerintah desa Wonoasri dalam mengelola ADD  tahun anggran 2017. Fokus 

penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh pemerintah desa Wonoasri  

untuk melaksanakan asas transparan dan asas akuntabilitas baik kepada 

Pemerintah Kabupaten maupun kepada masyarakat desa selaku pemberi amanah 

kepada unsur pemerintah desa untuk mengelola sumber pendapatan desa termasuk 

mengelola ADD. Teknik pengumpulan data dihimpun melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data 

interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wonoasri telah 

mengelola keuangan desa terutama ADD dengan baik dan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Pemerintah Desa Wonoasri menjunjung tinggi asas transparansi dan 

akuntabilitas. Mulai dari awal yaitu tahap perencanaan pemerintah Desa Wonoasri 

telah bersinergi dengan Badan Perwakilan Desa untuk melibatkan masyarakat 

secara langsung merencanakan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 

anggaran berikutnya sehingga masyarakat dapat mengaspirasikan keinginannya 

secara langsung. Begitu pula pada tahap pelaksanaan masyarakat dalam beberapa 

kegiatan dilibatkan dalam pembangunan sebagai pekerja dan juga masyarakat 

dapat memantau secara langsung pekerjaan dari pembangunan karena lokasi 
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pembangunan berada di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat desa 

dapat melihat langsung proses pembangunan. Untuk proses pertanggungjawaban 

pemerintah desa memaparkn semua yang telah dilakukan  kepada BPD sebagai 

perwakilan dari masyarakat dalam forum rapat pertanggungjawaban kepala  desa 

tentang APBDes yang dilakukan pada akhir periode anggaran. Dalam forum 

tersebut terjadi pembahasan panjang karena akan dilakukan evaluasi secara detail 

setiap laporan realisasi program yang dijalankan oleh pemerintah desa oleh BPD. 

BPD akan melihat antara laporan dengan kenyataannya di lapangan serta meminta 

tanggapan masyarakat terhadap program yang telah direalisasikan serta dievaluasi 

apakah realisasi program kerja sesuai dengan rencana yng telah ditetapkan 

sebelumnya. Begitu laporan terhadap BPD dianggap telah selesai dan evaluiasi 

telah diterima maka laporan pertanggungjawaban tersebut akan dilaporkan kepada 

bupati melalui pemerintah Kecamatan Tempurejo dan akan dilakukan verivikasi 

berkas oleh pihak kecamatan yang disebut dengan tim TFK. Setelah berkas dan 

seluruh persyaratan dianggap lengkap maka akan dilaporkan kepada Pemerintah 

Kabupaten Jember bersama dengan laporan pertanggungjawaban dari desa lain se 

Kecamatan Tempurejo. begitulah cara pemerintah desa untuk menerapkan asas 

transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola ADD pada tahun anggaran 2017. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang 

memiliki wilayah teritorial yang sangat luas. Harus difikirkan cara yang tepat 

dalam memerintah negara sebesar ini. Negara tidak akan mampu mengelola segala 

permasalahan dan kebutuhan negara apabila hanya dilakukan oleh pemerintah 

pusat saja. Perlunya pembagian kekuasaan dalam roda pemerintahan agar jalannya 

roda pemerintahan dalam mengelola dan menyediakan kebutuhan bagi warga 

negara menjadi lebih efisien. Perlunya langkah-langkah dalam meningkatkan 

tingkat efisiensi penyelenggaraan tata pemerintahan karena kebutuhan serta 

permasalahan  negara sangatlah kompleks, oleh karena itu negara yang memiliki 

wilayah teritorial yang luas seperti indonesia selayaknya menggunakan azas 

desentralisasi untuk mempermudah dalam menjalankan tata pemerintahan dan 

menyelesaikan segala permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. 

Bentuk nyata dari desentralisasi adalah penerapan otonomi daerah di 

Indonesia. Perkembangan desentralisasi dapat dilihat dari pembagian wewenang 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi kemudian dari pemerintah 

provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang semakin jelas bentuknya dan 

dasar hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 

1 ayat 5 tentang Pemerintah daerah bahwasanya otonomi daerah merupakan hak, 

wewenang, dan kewajiban derah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya konsep desentralisasi berupa 

otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah baik itu pemerintah tingkat 

provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota  memiliki kewenangan yang besar 

untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Otonomi daerah 

merupakan strategi yang sangat tepat digunakan Indonesia sebagai negara yang 

besar dan terdiri oleh pulau-pulau yang saling terpisah oleh lautan. 

Strategi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

saat ini sesuai dengan semboyan nawa cita presiden dan wakil presiden Republik 
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Indonesia yang tertuang dalam visi-misinya yang salah satu dari visi dan misi 

mereka adalah membangun dari pinggiran. Maksud dari membangun dari 

pinggiran adalah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar 

kepada pemerintahan paling rendah di negara ini yaitu pemerintah desa. 

Pemerintah desa saat ini telah diberi kewenangan penuh dalam mengatur dan 

mengelola sumber daya yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

desa.  Didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Bab 1 Pasal 1 

menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan kata 

lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar pakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk dari wujud 

pemerintah yang telah diberi wewenang oleh undang-undang desa saat ini menjadi 

ujung tombak pembangunan nasional negara. 

Sebuah desa terbentuk pada umumnya dikarenakan kesamaan latar 

belakang yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Kesamaan budaya, adat 

istiadat yang membuat masyarakat desa merasa bahwa mereka merupakan satu 

kesatuan sehingga kedekatan hubungan diantara masyarakat desa sangat erat dan 

selalu saling memberikan simpati antar warganya memunculkan sistem guyub di 

tengah masyarakat desa. Pemerintah desa saat ini dituntut untuk memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan melakukan pembangunan yang 

secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan desa serta aspirasi masyarakat desa. 

Tugas desa tertuang dalam  UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab XII Pasal 94 Ayat 2 

dan 3 bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi 

masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa 

bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. 

Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga 

pemusyawaratan desa merupakan wadah bagi masyarakat turut serta didalam 

proses pembangunan di desa, baik itu berupa pembangunan fisik mupun 
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pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 

sumber daya manusia. 

 Posisi desa sebagai pemerintahan otonom terendah yang menjadikan desa 

sebagai ujung tombak pembangunan negara. Desa bersentuhan langsung dengan 

masyarakat menjadi alat bagi negara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi 

dan menjadi kebutuhan masyarakat tingkat bawah yang kemudian akan disalurkan 

ke tingkat pemerintah lebih tinggi seperi kabupaten apabila desa tidak mampu 

untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat. disaat proses 

pembangunan  desa tidak jarang masyarakat melakukannya dengan cara gotong 

royong karena cara seperti itu sudah menjadi budaya yang melekat di tengah 

masyarakat desa sebagai wujud persaudaraan yang telah lama terbangun. 

 Pemerintah desa merupakan pihak yang telah diberi amanat oleh undang-

undang sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat desa yang mengatur segala 

urusan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan menjadi penanggung 

jawab didalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. UU No.6 Tahun 2014 

Bab Pasal 25 menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala 

desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa 

atau yang disebut dengan nama lain.  Konsep otonomi desa menjelaskan bahwa  

segala urusan pemerintahan desa menjadi tanggung jawab dan kewenangan desa 

termasuk juga tata kelola seluruh kekayaan dan sumber daya yang dimiliki desa. 

Semua yang berpotensi dijadikan sumber daya bagi kemajuan desa pihak 

pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelolanya melalui program-

program maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Pengelolaan 

keuangan desa di atur melalui kebijakan desa yang berupa anggaran pendapatan 

dan belanja desa atau biasa disingkat menjadi APBDes. UU No.6 Tahun 2014 Bab 

VIII Pasal 72 Ayat 1 menjelaskan dari mana saja sumber pendapatan desa sebagai 

berikut. 

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten/Kota. 
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d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima   Kabupaten/Kota. 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 tahun 2014  pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban 

keuangan desa. Pada Bab 2 Pasal 2 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib 

dan disiplin anggaran. Pencapaian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan 

desa dapat menjadi penilaian tersendiri bagi kinerja pemerintah desa. Kondisi 

pengelolaan keuangan dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai 

keberhasilan pembangunan desa 

 Efisiensi dalam menjalankan tata pemerintahan tidak hanya diterapkan 

dengan adanya azas desentralisasi, adanya konsep tata pemerintahan yang baru 

didengung dengungkan pada abad 21 ini yaitu konsep good governance yang 

menuntut tata kelola pemerintahan dijalankan lebih efisien lagi dari sebelumnya. 

Konsep good governance muncul tidak terlepas dari sejarah negara-negara di 

dunia. Konsep good governance yang dimunculkan oleh lembaga keuangan global 

yaitu IMF dan World Bank pada awalnya hanya dianggap sebagai pedoman 

kinerja pemerintahan yang efektif. Semua ini tidak terlepas dari sejarah kelam   

pemerintahan  yang gagal didalam menjalankan tata pemerintahannya sehingga 

membuat kondisi negara menjadi tidak stabil seperti kondisi negara negara Asia 

dan Afrika yang baru mendapatkan kemerdekaannya pada sekitr tahun 1950an 

yang didapatkan dengan cara yang tidak mudah bahkan harus didapatkan dengan 

cara berperang yang mengakibatkan kehancuran diberbagai sektor negara 

sehingga pada saat negara baru merdeka  mendeklarasikan kemerdekaannya 

kondisi negara masih dalam keadaan tidak stabil baik segi tata kelola 
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pemerintahan, ekonomi maupun infrastruktur. Pada saat-saat seperti itu lembaga 

donor dunia (World Bank) banyak memberikan bantuan kepada negara baru 

maupun negara yang sedang berkembang baik secara materil maupun non materil 

seperti pelatihan pejabat publik yang diberi nama institution building yang 

kemudian pada tahun 1990an program ini mengalami revitalisasi dan berubah 

nama menjadi institutional capacity building. Gagasan good governance yang 

dipromosikan oleh lembaga internasional ini merupakan gagasan yang bertujuan 

mendorong negara-negara baru dan berkembang untuk melakukan reformasi dal 

am sektor pemerintahan seperti birokrasi, ekonomi dan lain sebagainya demi 

meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. 

 Dalam implementasi konsep good governance terdapat beberapa indikator 

yang harus diterapkan sebagai alat ukur apakah konsep good governance telah 

dijalankan dengan baik atau sebaliknya. terdapat banyak versi tentang indikator 

yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan konsep good governance, salah 

satunya adalah indikator yang ditetapkan oleh UNDP ( United Nation 

Development Program) dalam menerapkan konsep good governance adalah 

sebagai berikut. 

a. Mengikutsertakan semua pihak. 

b. Transparan dan bertanggung jawab. 

c. Efektif dan adil. 

d. Menjamin adanya supremasi hukum. 

e. Menjamin bahwa prioritas politik,sosial,dan ekonomi didasarkan pada 

konsensus masyarakat.  

f. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah 

dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya 

pembangunan. 

Selain 6 indikator di atas terdapat beberapa indikator penilaian pelaksaaan 

good governance yang ditawarkan oleh para ahli yaitu partisipasi, efisiensi, 

efektifitas, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan keadilan. Dalam 

penelitian ini indikator yang diambil oleh peneliti terkait  tata kelola alokasi dana 

desa adalah aspek transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan alokasi dana 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


desa yang dilaksanakan oleh aparatur desa.  Peneliti tertarik terhadap indikator 

transparansi dan akuntabilitas sebab didalam penyelenggaraan program 

pemerintah aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting kedudukannya. 

Transparansi yang dimaksud di sini dapat ditandai dengan terbukanya pemerintah 

pada setiap proses pelaksanaan program mulai dari proses penetapan kebijakan, 

penentuan regulasi hingga anggaran yang ditetapkan dilakukan secara terbuka dan 

dapat diketahui informasinya oleh setiap pihak dengan cara yang mudah, 

sedangkan aspek akuntabilitas merupakan aspek krusial yang behubungan 

langsung dengan aspek transparansi. Apakah pemerintah dapat mempertanggung 

jawabkan atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah 

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memenuhi indikator dan 

target yang telah ditetapkan  didalam pelaksanaan pogram. Semua itu harus 

dilakukan pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban atas amanah yang 

telah diberikan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kepada 

pemerintah untuk mengelola negara ini. 

Setiap pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah baiknya 

prinsip transparansi dan akuntabilitas dijunjung dengan tinggi karena apabila 

kedua prinsip tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka dapat menjadi 

ciri bahwa program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur 

serta menimbulkan prasangka positif bagi masyarakat. Kondisi seperti ini dapat 

meminimalisir prasangka negatif ditengah masyarakat terhadap pemerintah. 

Kondisi seperti itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU no.14 Tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik pada Bab 2 Pasal 2 ayat 1 disebutkan 

bahwasanya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 

pengguna informasi publik. Begitu pula maksud yang tertuang pada UU No.14 

Tahun 2008  dimana bab 2 pasal 3 Ayat D menyebutkan bahwa tujuan 

disahkannya UU tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah terselenggaranya 

pemerintahan yang  transparan, efektif, efisien serta akuntabel sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan segala program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 

kepada masyarakat. 
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Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 menyebutkan 

bahwa kepala desa memegang kekuasaan mengelola kekayaan dan aset desa serta 

menetapkan anggaran penerimaan dan belanja desa. Mengelola keuangan desa 

merupakan tugas bersama yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Para 

aparatur desa dituntut mengelola keuangan desa secara profesional sesuai dengan 

aturan yang berlaku sehingga dalam hal ini unsur transparansi dan akuntabilitas 

sangat dibutuhkan. Tansparansi sangat penting diterapkan dalam penyelenggaraan 

tata pemerintahan guna mengurangi potensi kecurangan praktik KKN dalam 

penyelenggaraan tata pemerintahan terutama pengelolaan keuangan yang sering 

sekali menjadi tempat praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait. 

Rendahnya tansparansi akan meningkatkan peluang oknum pegawai melakukan 

tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini pengelolaan 

dana desa harus dilakukan secara terbuka oleh aparatur pemerintah desa agar tidak 

terjadi penyalahgunaan wewenang yang akan menimbulkan masalah dikemudian 

hari sehingga membuat pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik dan benar. 

Kasus terkait penyelewengan alokasi dana desa di Kabupaten Jember telah 

beberapa kali terungkap oleh pihak kepolisian maupun pihak Kejaksaan Negeri 

Jember. Sebagai salah satu contoh kasus penyalahgunaan alokasi dana desa yang 

dikutip dari (beritajatim.com/22-11-2016) terkait penyalahgunaan dana ADD 

tahun anggaran 2014 dan 2015, DD 2015, Pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) 

2013,2014,2015, dan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan 

belanja desa tahun 2014 yang diduga fiktif. Pada kasus tersebut diduga kepala 

desa Wringintelu Kecamatan Puger yang berinisial SB menyelewengkan sejumlah 

dana pendapatan desa dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Dari sejumlah dana 

yang diselewengkan salah satun ya terdapat anggaran ADD tahun 2014 dan 2015 

yang seharusnya dibelikan mobil  ambulan, namun tidak dilaksanakan, begitu pula 

anggaran DD tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Atas 

penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum kepala desa Wringintelu 

menimbulkan kerugian materil sejumlah 511 juta. Dari contoh kasus di atas dapat 

dilihat bahwa hingga saat ini masih terdapat penyelewengan dilakukan  oleh 
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pemerintah desa yang bertujuan memperkaya diri sendiri maupun golongan 

tertentu. Perilaku aparatur pemerintah desa masih belum mencerminkan sikap 

profesionalisme dan akuntabel yang menimbulkan kerugian bagi masyarakatnya. 

Asas transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam 

pengelolaan alokasi dana desa. Kedua asas tersebut merupakan kunci dalam 

mengimplementasikan program yang direncanakan pemerintah desa serta 

memastikan bahwa sejumlah dana tersebut teralokasikan sesuai dengan 

semestinya sehingga dapat diketahui oleh berbagai pihak kemana dana itu 

mengalir karena setiap program harus dilakukan secara terbuka. Terbuka yang 

dimaksud bukan hanya bagaimana aparatur desa melaporkan apa yang sudah 

dilaksanakan saja, namun bagaimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

informasi tentang semua yang telah dilaksanakan maupun yang sedang 

direncanakan oleh aparatur pemerintah desa. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Wonoasri Kecamatan 

Tempurejo Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian. Desa Wonoasri juga 

sama dengan desa lain yang mendapatkan bantuan keuangan sebagai bagian 

sumber pendapatannya. Peneliti memilih Desa Wonoasri karena peneliti 

menemukan bahwa  desa wonoasri merupakan desa pertama di Jember yang 

memberanikan diri memaparkan secara transparan anggaran APBDes kepada 

masyarakat luas. Temuan menarik ini berdasarkan tulisan media cetak (Radar 

Jember/15-10-2016) menuliskan headline “Wonoasri, Desa Pertama di Jember 

dengan Transparansi Publik” yang mendorong  peneliti untuk melakukan 

penelitian di desa Wonoasri kecamatan tempurejo. Peneliti ingin mengetahui lebih 

d  alam tentang pengelolaan tata pemerintahan yang ada didesa Wonoasri 

terutama tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Apakah desa Wonoasri benar-

benar transparan dan akuntabel ataukah hanya pencitraan media saja. Oleh karena 

itu pada penelitian ini penulis memberi judul “Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa ( Studi Kasus di Desa 

Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember Tahun Anggaran 2017)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Afrizal (2015 : 117)  “masalah penelitian adalah hal-hal yang 

memerlukan penelitian untuk mengetahuinya, mungkin untuk mengetahui 

kebenaran keberadaan suatu hal atau tipe-tipe suatu hal atau distribusi keberadaan 

suatu hal”. Dari definisi diatas maka peneliti menemukan masalah tentang 

perilaku aparatur pemerintah Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten 

Jember. Berikut rumusan masalah yang dapat peneliti rangkum “ Bagaimana 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan 

oleh Pemerintah Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten 

Jember pada Tahun anggaran 2017”.  

1.3 Tujuan Penelitan 

 Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti 

berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan 

bentuk akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember pada Tahun 

Anggaran 2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2011:326) terdapat dua hal kegunaan hasil penelitian 

yaitu kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada 

obyek yang diteliti.Manfaat penelitian berangkat dari tujuan penelitan yang telah 

dirumuskan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagi dunia Akademis 

Sebagai salah satu bahan refrensi untuk penelitian berikutnya terkait perilaku 

para pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang memberi 

pengetahuan pada pembaca 
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2) Bagi Instansi Atau Lembaga Pemerintahan 

Sebagai sarana untuk menyalurkan kritik dan saran terkait perilaku aparatur 

desa dalam pengelolaan keuangan dan sebagai masukan kepada para 

pemerintah daerah untuk mampu mengontrol kinerja para pemerintah desa agar 

lebih baik kedepannya. 

3) Bagi masyarakat Luas  

Memberi pengetahuan terkait bagaimana perilaku para Pemerintah Desa Dalam 

mengelola kuangan Alokasi Dana Desa dan memberi pengetahuan akan ADD 

itu sendiri. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar  

Konsep dasar merupakan awal pijakan bagi peneliti untuk merumuskan sejumlah 

konsep dasar secara teoritis yang nantinya akan diperlukan dalam pembuatan kerangka 

berpikir dalam melakukan penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi 

(2009:94) menyatakan bahwa perlu dibangun kerangka konseptual sebagai aspek 

suatu rancangan penelitian. Kerangka teoritis disusun berdasarkan teori dan teori 

disusun melalui telaah pustaka. Teori memberikan satu kerangka 

pengorganisasian dan penginterpretasian hasil-hasil penelitian. Teori harus 

dipahami oleh tiap peneliti karena teori memiliki peranan dalam ilmu atau 

penelitian yang berguna bagi peneliti. Moleong (2008:8) mengungkapkan bahwa 

seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada 

orientasi teoritis. Sehingga, tinjauan pustaka menjadi kerangka berpikir bagi 

peneliti. Adapun konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Desentralisasi 

b. Otonomi desa 

c. Pengelolaan 

d. Good governance 

e. transparansi 

f. akuntabilitas  

g. penelitian terdahulu 

h. kerangka berpikir 

Berdasarkan konsep diatas diharapkan dapat mempermudah bagi peneliti 

dalam mengurai masalah serta memberikan gambaran penelitian yang lebih 

spesifik. 
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2.2 Desentralisasi 

Desentralisasi adalah cara yang dilakukan oleh negara untuk mencapai 

tujuannya. Terutama adalah tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat atas pemenuhan kebutuhan mereka serta meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan 

masyarakat. Desentralisasi diwujudkan dalam pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat provinsi dan begitu seterusnya 

hingga tingkat pemerintahan terendah. Pelimpahan wewenang ini terkait dengan 

wewenang untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembelanjaan sesuai dengan 

kebutuhan disetiap daerah masing-masing. Menurut (Sidik, 2009: 12) 

Desentralisasi dapat diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan 

memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, dan adanya 

bantuan  dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. 

Konsep desentraliasi digunakan oleh beberapa negara terutama negara 

yang sedang berkembang dan negara yang memiliki wilayah teritorial yang sangat 

luas. Penerapan konsep desentralisasi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti 

tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan terhadap masyarakat, pecepatan 

pengambilan keputusan untuk mengurai masalah ditengah masyarakat, dan 

sebagai respon terhadap sistem pemerintahan sentralistik yang dianggap gagal 

dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah pada seluruh bagian 

masyarakat.  Menurut Khusaini (2006 : 76) dalam tata kepemerintahan 

desentralisasi berarti penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah 

pusat atau dari level pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada level pemerintah 

yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumh tangga daerah itu sendiri. 

Dijelaskan pada undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

pasal 1 ayat 8 bahwa otonomi daerah merupakan penyerahan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 
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Istilah otonomi daerah dan desentralisasi meskipun banyak pihak yang 

memahaminya sebagai suatu hal yang sama tetapi sebenarnya kedua istilah ini 

memiliki tempatnya masing-masing. Desentralisasi lebih cenderung berbicara 

tentang aspek administrasi sedangkan otonomi daerah lebih berbicara pada aspek 

politiknya, Namun apabila dilihat dari sudut pandang pembagian kekuasaan baik 

desentralisasi maupun otonomi daerah merupakan dua hal yang saling berkaitan 

satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Artinya apabila berbicara tentang 

otonomi daerah maka berbicara tentang seberapa besar wewenang yang dimiliki 

daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan dari 

diterapkannya konsep desentralisasi menurut adisasmita (2011 : 17) adalah 

sebagai berikut. 

a. Desentralisasi politik, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki 

pelaksanaan demokrasi dan keadilan dalam bidang politik. 

b. Desentralisasi administrasi, yaitu desentralisasi yang berupaya untuk 

meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan masyarakat. 

c. Desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi yang berusaha untuk memperbaiki 

kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan menggali sumber-sumber 

keuangan (pembiayaan) daerah secara berlanjutan. 

d. Desentraliasi ekonomi, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan  gairah investasi yang kondusif bagi perusahaan swasta dan 

memenuhi tnggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 

2.3 Otonomi Desa 

Indonesia negara yang menganut sistem otonomi daerah sebagai bentuk 

pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan 

efektivitas dan efisiensi tata pemerintahan ditengah masyarakat. (Marzuki dalam 

Huda, 2015:46) menyebutkan bahwa Otonomi yang bermakna membuat 

perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya otonomi daerah 

selain membuat peraturan-peraturan daerah, juga utamanya mencakup 

pemerintahan sendiri. Desa merupakan wilayah administratif paling bawah dalam 

sistem pemerintahan indonesia. Pengertian desa diatur dalam UU No 6 Tahun 
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2014 Bab 1 Pasal 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa adalah kesatuan wilayah 

yang dihuni oleh sejulah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri 

(dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di 

luar kota yang merupakan kesatuan.  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa 

adalah wilayah admisnistratif yang telah diatur oleh undang-undang dan diberi 

kewajiban serta kewenangan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki. Sistem 

kemasyarakatan desa lebih kental pada model paguyuban. Masyarakat desa satu 

dengan lainnya m emiliki kedekatan hubungan yang erat karena intensitas dalam 

berkomunikasi maupun bertemu secara langsung sangatlah tinggi. Masyarakat 

pedesaan sangat peduli terhadap sekitarnya. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari 

faktor kesamaan latar belakang, gaya komunikasi dan rasa kekeluargaan yang 

sangat kuat apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa 

selalu mengedepankan asas gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. 

Setiap permasalahan maupun hal yang menjadi kebutuhan bersama dilakukan 

bersama-sama tanpa memikirkan imbalan atas mereka apa yang telah mereka 

lakukan. 

Desa merupakan wilayah administratif yang diakui undang-undang tentang 

keberadaannya. Desa sebagai wilayah administratif memerlukan pemerintah desa 

sebagai aktor yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam ruang lingkup desa. 

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa pada bab 1 pasal 2 

menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 
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1 pasal 3 menyebutkan bahwa  Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dari penjelasan undang-undang 

tersebut bahwa pemerintah desa merupakan pihak yang diberi kewajiban dan 

wewenang dalam menjalankan tata pemerintahan desa. Desa dipimpin oleh kepala 

desa yang dipilih secara demokratis dan dibantu oleh perangkat desa dalam 

menjalankan kepemimpinannya. 

Pemerintah desa dalam menjalankan tata pemerintahan dan menjalankan 

pembangunan desa tidak berjalan sendiri. Pemerintah desa didampingi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). UU No 6 Tahun 2014 bab 1 pasal 4 menjelaskan 

bahwa badan permusyawaratan desa atau atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. keberadaan BPD merupakan interpretasi dari 

keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya sistem pemerintahan dan 

pembangunan desa. Baik pemerintah desa maupun BPD saling bekerja sama 

dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat desa. 

 Peran pemerintah dalam mengembangkan daerah otonom terutama dalam 

memberikan ruang bagi daerah otonom melalui undang-undang nomor 23 tahun 

2004 tentang pemerintah daerah yang memberikan dampak pada kedudukan desa 

sebagai daerah otonom yang semakin diberi keleluasaan dalam mengurus urusan 

rumah tangganya sendiri. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 menjelaskan 

bahwa desa merupakan daerah otonom yang diberi wewenang dalam mengurus 

urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat daerah setempat 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara.  

Selain undang-undang nomor  23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

juga terdapat undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang berbicara khusus 

tentang desa. Dengan munculnya undang-undang ini seakan desa memiliki peran 

khusus dalam pembangunan nasional sehingga  mendapat  perhatian khusus dari 

pemerintah dengan diterbitkannya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. 

Undang-undang no 6 tahun 2014 mengatur segala urusan yang berkaitan dengan 

desa. desa diberi kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan rumah 
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tangganya serta desa diberikan sumber daya yang lebih besar lagi dalam sektor 

pendapatan desa dengan diberikaannya anggaran dana desa yang cukup besar 

sehingga pemerintah desa dapat membangun desanya dengan kapasitas 

kemampuan membangun yang lebih besar lagi. Menurut Widjaja (2003:165) 

bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah. sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa 

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan,harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka 

pengadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Otonomi desa merupakan hak, 

wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-

nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang 

mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan hak 

asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota 

diserahkan pengaturannya kepada desa.  

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Beberapa ahli memberikan definisi dari APBDes. (Sujarweni:2015:33) 

menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa adalah 

pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan 

informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan 

pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana program 

yang dibiayai dengan uang desa. Definisi yang kedua menurut (Nurcholis, 

2011:83) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana 

keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana 

belanja program kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan 

dengan peraturan desa. Dari dua definisi ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa APBDes merupakan racangan rencana keuangan desa mengenai 
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pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu satu tahun sebagai suatu bentuk 

petanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat. 

   2.4.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

Berdasarkan peraturan menteri no 37 tahun 2007 pasal 4 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa struktur APBDesa terdiri sebagai 

berikut. 

a. Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari beberapa 

komponen sebagai berikut. 

1) Pendapatan desa adalah penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh desa. 

2) Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang mempunyai 

kewajiban dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh desa. 

3) Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluran yang akan diterima kembali, baik pad tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

b. Pendapatan desa terdiri beberapa sumber. 

1) Pendapatan asli desa (PADesa). 

2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota. 

3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota. 

4) Alokasi dana desa (ADD). 

5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota dan desa lainnya. 

6) Hibah. 

c. Belanja desa meliputi beberapa hal seperti berikut ini. 

1) Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal. 

2) Belanja tidak langsung terdiri dari belanja subsidi, belanja hibab, belanja 

bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. 
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d. Pembiayaan desa tertera sebagai berikut ini.  

1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran 

(silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayan desa yang 

dipisahkan dan penerimaan pinjaman. 

2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan 

modal desa, dan pembayaran utang. 

 

2.4.3 Belanja Desa  

Penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) ditetapkan 

dalam peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 pasal 100 tentang peraturan 

pelaksanaan undang-undang desa no 6 tahun 2014 menjelaskan beberapa hal 

seperti berikut ini. 

a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran desa digunakan oleh aparatur 

desa. 

1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. 

2) Operasional pemerintah desa. 

3) Tunjugan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. 

4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

2.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

2.5.1 Definisi Pengelolaan 

 Definisi dari konsep pengelolaan telah dijelaskan oleh para ahli. Contoh 

definisi beberapa ahli mengenai pengelolaan adalah sebagai berikut. 

a) Adisasmita (2011:22) mendefinisikan bahwa Pengelolaan bukan hanya 

melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  
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b) Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama 

dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan 

mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material 

dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.  

Pengelolaan dalam bahasa Ingris berasal dari kata management, sehingga 

dalam bahasa indonesia pengelolaan diartikan sama dengan manajemen. Menurut 

Arifin Abdurrachman dalam Puwanto (2009) yang dikutip oleh Saifuddin 

(2014:54) mengemukan bahwa manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan 

menggunakan orang lain sebagai pelaksana, sedangkan pengelolaan itu sendiri 

memiliki pengertian sebagai penyelenggaraan atau pengurusan agar apa yang 

dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. 

Kemudian menurut Andrew F. Sikul (dalam Saifuddin, 2014:53) 

mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-

aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 

pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 

organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara 

efisien. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan 

adalah suatu kegitan yang berjalan secara sistematis dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 

sebelumnya. Pengelolaan sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan yang 

akan dilakukan. Semua tahapan pengelolaan harus dijalankan secara sistematis 

agar apa yang ingin dicapai sebelumnya dapat diusahakan secara optimal. 

2.5.2 Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahap yang penting dan krusial dalam pencapaian 

suatu tujuan. Dalam perencanaan dibahas segala sesuatu yang dibutuhkan serta 

segala kemungkinan yang mungkin saja terjadi dikemudian hari. Menurut Sutarno 

NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang 

apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana 
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menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara 

mencapai itu. Selanjutnya menurut (Adisasmita 2011:22) perencanaan adalah 

suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan 

untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin 

dicapai.  

Penjelasan dari kedua ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan suatu 

kegiatan dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu dan mempersiapkan solusi 

akan masalah-masalah yang kemungkinan muncul pada tahap pelaksanaan 

kegiatan. Perencanaan dilakukan demi mengoptimalkan pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

2.5.3 Pelaksanaan   

Westra, dkk (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan pengertian 

pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua 

rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan 

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. 

Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan bahwa 

pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan 

yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu 

diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan 

tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui 

serangkaian proses yang telah direncanakan. 

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka pelaksanaan dalam penelitian 

ini adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan yang telah 

direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan 

pelaksanaan dalam penelitian ini adalah pengorganisasian. Pengertian 

pengoganisasian sendiri menurut G.R. Terry ( dalam Malayu S.P. Hasibuan, 

2006:119 ) bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-
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hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat 

bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi 

dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu 

guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

2.5.4 Pengawasan 

Pengawasan dalam dalam suatu kegiatan merupakan sesuatu yang perlu 

untuk dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan dari kegiatan tersebut 

berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Siswanto 

(2009:139) pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat 

dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya. 

Penemuan faktor penyebab ini berguna untuk melakukan tindakan perbaikan 

(corrective action). (Ranupandojo 1996:169) menyatakan bahwa pengendalian 

merupakan pembandingan antara pelaksanan dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau 

menyimpang dari rencana. Sujamto (dalam Adisasmita, 2011:25) mengemukakan 

pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya. Dari pengertian ahli 

tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses 

membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang 

dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya karena perencanaan yang telah dibuat merupakan dasar 

pemikiran dan patokan bagi pelaksanaan kegiatan agar apa yang telah 

direncanakan dan tujuan yang diinginkan sebelumnya dapat terlaksana dengan 

baik serta dapat tercapai secara optimal. 

2.6 Good governance 

Sedarmayanti (2009:283) menjelaskan wujud dari Good Governance adalah 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan 

efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain 

negara, sektor swasta, dan masyarakat. Good governance meliputi sistem 

administrasi negara, sehingga upaya mewujudkan good governance juga 
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merupakan upaya untuk melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara 

yang berlaku pada suatu negara secara meneyeluruh.  

Menurut Sedarmayanti (2009:277), ciri tata kepemerintahan yang baik (Good 

governance) dapat diformulasikan sebagai berikut. 

a. Mengikutsertakan semua masyarakat. 

b. Transparan dan bertanggug jawab. 

c. Efektif dan adil. 

d. Menjamin adanya supremasi hukum. 

e. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada 

konsensus masyarakat. 

f. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya 

pembangunan.  

Sedangkan UNDP (1997) dalam Sedarmayanti (2009:282) mengidentifikasi lima 

karakteristik kepemerintahan yang baik (Good governance) sebagai berikut. 

a. Interaksi, dengan melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber 

daya ekonomi, sosial, politik. 

b. Komunikasi, yang terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan 

dan kontribusi terhadap kualitas hasil. 

c. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri merupakan kunci 

keberlangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekeacauan yang 

disebabkan adanya dinamika dan perubahan lingkungan, memberi 

kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian 

masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas 

berbagai aspek kepemerintahan yang baik. 

d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang 

menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan 

pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan 

merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani. 
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e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar 

dan masyarakat madani. 

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam konsep good governance 

menurut Sedarmayanti (2009:185). 

a. Partisipasi. 

b.  efisiensi. 

c. Efektifitas. 

d.  transparansi. 

e. Akuntabilitas. 

f. penegakan hukum. 

g.  keadilan. 

Selanjutnya Sedarmayanti (2009: 280) menjelaskan bahwa pada dasarnya 

unsur-unsur dalam kepemerintahan (governance stakeholders) dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:Negara/Pemerintahan, sektor 

swasta, masyarakat madani. Menurut Taschereau dan Campos dalam (Thoha, 

2003:63)” good governance merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya 

saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan 

(government), rakyat (citizen), atau civil society dan usahawan yang berada di 

sektor swasta. Ketiga komponen tersebut mempunyai tata h ubungan yang sama 

dan sederajat. Jika kesamaan derajatb itu tidak sebanding, atau tidak terbukti 

maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik”. Peneliti memilih 

prinsip tansparansi dan akuntabilitas sebagai fokus penelitian. menurut  

(Dwiyanto 2008/236) bahwa Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan 

dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan 

dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna dan stakeholders.menurut 

Sedarmayanti (2003:3) akuntabilitas adalah suatu perwujudankewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Peneliti merasa tertrik 

untuk meneliti bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di 

Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. 
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2.7 Transparansi 

 Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan syarat 

mutlak bagi suatu pemerintahan yang efektif. Keterbukaan  mengandung makna 

bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

Dengan mengetahui hal tersebut memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam 

menyumbangkan pemikirannya serta dapat berperan aktif dalam pengambilan 

keputusan. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan (Dwiyanto 

2008/236) bahwa  Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana 

segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat 

diketahui dengan mudah oleh pengguna dan stakeholders. Transparansi menurut 

Sedarmayanti dalam (Istianto 2009:111) bahwa transparansi dibangun atas dasar 

kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informal secara langsung dapat 

diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi dapat dipahami dan dipantau 

sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai setiap aspek 

kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 

 Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli tersebut bahwa transparansi 

merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi 

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil. Pada 

dasarnya prinsip transparansi memiliki dua aspek penting yaitu komunikasi publik 

oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, jadi 

dalam proses transparansi informasi tidak hanya diperoleh pengelola manajemen 

publik tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang 

menyangkut kepentingan publik. 

 Menurut (Dwiyanto 2008 : 236-240) ada tiga indikator yang dapat 

digunakan untuk mengetahui dan mengukur transparansi pelayanan publik. Ketiga 

indikator tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik 

Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses 

pelayanan publik yaitu, persyaratan,biaya dan waktu yang dibutuhkan serta 

mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Aparatur pemerintah 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


15 
  

 
 

desa harus terbuka dan menjelaskan tentang persyaratan apa saja yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat tentang dokumen apa yang hendak mereka minta. 

Aparatur pemerintah juga harus memberikan kejelasan tentang estimasi waktu 

yang dibutukan untuk penyelesaian suatu dokumen maupun penyelesaian 

masalah lainnya sehingga masyarakat tidak merasa digantungkan karena tidak 

tahu kapan berkas atau permasalahan yang mereka urus ke pemerintah desa 

akan selesai. 

2. Transparansi merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan 

dapat dipahami oleh masyarakat..   

Maksud dari indikator yang kedua ini adalah seberapa mudah 

masyarakat memahami semua prosedur pelayanan itu sendiri. Penjelasan  

mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu yang diperlukan 

sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Jika 

rasionalitas dai semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat 

maka kepatuhan atas prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan. 

1. Transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk berbagai aspek 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai 

aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansinya. 

Semisal apabila masyarakat dengan mudah memperoleh informasi mengenai 

biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan serta ketika 

informasi mengenai prosedur, persyaratan, serta kejelasan waktu dan biaya 

maka pelayanan tersebut dapat dikatakan memiliki transparansi tinggi.  

2.8 Akuntabilitas 

2.8.1 Definisi Akuntabilitas 

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin, yaitu accomptare 

(mempertanggungjawabkan), bentuk kata dasar computare (memperhitungkan) 

yang juga berasal dari kata putare (mengadakan perhitungan). Menurut (Santosa 

2009:56) Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan tindakan 

pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (public policy), mengatur dan 
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membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum 

haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  Dalam 

kamus besar bahasa indonesia (KKBI)  akuntabilitas berarti keadaan untuk 

bertanggungjawab. Akuntabilitas dapat diartikan pertanggungjawaban aparatur 

negara atas kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode yang telah ditetapkan. 

Menurut Sedarmayanti (2003:3) akuntabilitas adalah suatu perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009:20) Akuntabilitas publik merupakan 

kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan 

tanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan meminta 

pertanggungjawaban tersebut. 

 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan pada 

pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas sebagai 

berikut. 

 

a. kepastian hukum  

b. tertib penyelenggaraan hukum  

c. tertib kepentingan umum  

d. keterbukaan  

e. proporsionalitas  

f. profesionalitas  

g. akuntabilitas 

h. efektivitas dan efisiensi  

i. kearifan lokal  

j. keberagaman  

k. partisipatif.  
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Undang-undang ini telah jelas menegaskan bahwa asas akuntabilitas 

merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan oleh pemeintah desa dalam 

menjalankan tata pemerintahannya. permendagri no.113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa pada Bab II pasal 2 tentang pengelolaan keuangan 

desa juga telah menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur 

negara (pemerintah desa) atas apa yang telah mereka capai dari program kerja 

selama periode tertentu. Salah satu laporan pertanggungjawaban adalah laporan 

mengenai pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan keuangan, 

penggunaan keuangan dalam program kerja, serta evaluasi dari semua 

penggunaan keuangan yang telah digunakan. Dengan dilakukannya pelaporan 

pertangggungjawaban atas kinerja pemerintah desa dapat menjadi bahan evaluasi 

atas seluruh kinerja pemerintah desa serta dapat menjadi acuan apakah terdapat 

pelanggaran penggunaan keuangan atau tidak didalam proses pelaksanaan 

program kerja pemerintah desa. Prinsip akuntabilitas berupa laporan 

pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan desa wajib dilaksanakan oleh 

pemerintah desa sebagai wujud tanggung jawab moral pemerintah terhadap 

masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam 

menjalankan amanah yang telah diberikan. 

2.8.2 Macam-macam akuntabilitas 

Menurut (Mardiasmo, 2009:21) akuntabilitas publik memiliki dua macam 

bentuk yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas vertikal. Berikut penjelasan 

dari kedua bentuk akuntabilitas tersebut. 

 

a) Akuntabilitas vertikal 

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan 

dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pemerintah desa bertanggung jawab 

kepada pemerintah kabupaten/kota dan seterusnya. permendagri no. 113 tahun 
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2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa kepala desa 

wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

bupati/walikota sebagai berikut. 

1) Laporan semester pertama adalah laporan realiasi APBDesa, yang diberikan 

paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

ditetapkan melalui Peraturan Desa.  

2) Laporan Semester kedua diberikan paling lambat pada akhir bulan Januari 

tahun berikutnya. Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa dilampirkan format laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 

berkenaan,  format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun 

anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah 

daerah yang masuk ke desa.  

b) Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) 

Pertanggungjawaban horisontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah 

kepada masyarakat luas. Dalam hal ini pemerintah desa Wonoasri dalam 

pengelolaan keuangan desa juga harus mempertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desanya. Sesuai dengan permandagri no 113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa pasal 40 yang menyebutkan sebagai berikut. 

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.  

2) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media 

informasi lainnya. 

Peneliti menggunakan kedua macam akuntabilitas ini sebagai indikator untuk 

mengukur bagaimana akuntabilitas yang telah dilakukan oleh pemerintah desa 

Wonoasri menerapkan asas akuntabilitas dalam mengelola ADD tahun anggaran 

2017. Akuntabilitas sangatlah penting dalam pengelolaan ADD sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dalam mengemban amanah yang telah diberikan oleh 
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pemerintah kabupaten maupun masyarakat desa yang telah memilih kepala desa 

untuk memimpin desa Wonoasri menjadi lebih baik dan menjadikan 

masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya   

2.7.3 Dimensi Akuntabilitas 

Menurut Elwood (dalam Mardiasmo, 2009:21) menjelaskan terdapat 

empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik 

adalah sebagai berikut. 

a. Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran. 

Terkait Akuntabilitas hukum  dan kejujuran adalah tentang tuntutan  

lembaga-lembaga publik  untuk  berprilaku jujur dalam bekerja  dan  mentaati 

ketentuan  hukum yang  berlaku. Penggunaan  dana  publik  harus sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan serta dilakukan secara  benar sesuai dengan legalitas 

otorisasi yang telah diatur. Akuntabilitas  hukum  berkaitan dengan kepatuhan 

lembaga/organisasi terhadap  hukum sesuai dengan peraturan telah ditetapkan 

oleh negara.  Akuntabilitas  kejujuran  berkaitan  dengan  penghindaran 

penyalahgunaan wewenang atas otoritas yang telah diberikan. Akuntabilitas 

hukum menuntut penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut 

adanya praktik organisasi yang sehat tidak adanya kecurangan dalam pelaksanaan 

program kerjanya. Peraturan Daerah Jember nomor 39 Tahun 2017 tentang 

pedoman pengelolaan alokasi dana desa. Dalam Perda No 39 Tahun 2017 

menjelaskan bahwa ADD disdistribusikan secara proporsional. Pada pasal 19 

dijelaskan penggunaan ADD bagi desa sebagai berikut. 

1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

2)  Tunjangan BPD. 

3) Operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna. 

4) Insentif ketua RT dan RW. 

5) Operasional pemerintahan desa. 

6) Pemberdayaan masyarakat. 

7) Operasional linmas. 

b. Akuntabilitas proses 
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Terkait dengan apakah langkah yang digunakan dalam melaksanakan program 

sudah sesuai SOP dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system 

informasi manajemen, dan prosedur administrasi dengan peraturan mulai dari 

penyusunan rencana penggunaan dana sampai pada pelaporannya.  

c. Akuntabilitas program  

Program yang dibuat  harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai 

dengan permendagri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa 

Prioritas, program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap 

kebutuhan masyarakat desa yang meliputi  

1) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa  

2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar  

3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia  

4) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif  

5) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi  

6) pendayagunaan sumber daya alam  

7) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa  

8) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa  

9)  peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa 

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah program yang 

ditetapkan dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif,tujuan yang ditetapkan 

dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan 

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 

minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah 

dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program 

berarti program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi yang digunakan haruslah tepat 

guna mencapai tujuan organisasi.  

d. Akuntabilitas kebijakan 
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Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik 

terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga publik harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil dengan 

mempertimbangkan dampak akan kebijakan tersebut terhadap organisasi 

kedepannya. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan 

kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku 

kepentingan (stakeholder) mana yang  akan terpengaruh dan memperoleh manfaat 

dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. 

Dampak kebijakan yang diambil dari penggunaan alokasi dana desa harus 

mempertimbangkan dampak dimasa depan sesuai dengan permendagri no 114 

tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang menjelaskan bahwa 

Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi 

objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. pembentukan 

tim penyusun RPJM Desa adalah untuk Penyelarasan arah kebijakan perencanaan 

pembangunan kabupaten/kota untuk untuk mengintegrasikan program dan 

kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa. Penggalian 

gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang 

pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa.Pengkajian 

keadaan desa, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, 

Penyusunan rancangan RPJM Desa,Penyusunan rencana pembangunan desa 

melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta Penetapan RPJM 

Desa. 

2 .9 Penelitian Terdahulu 

2.1. Tabel Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Akuntabilitas Alokasi Dana 

Desa Tahun 2014 dalam 

Mewujudkan Good 

Governance (Studi Kasus 

Desa Bulurejo Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik) 

Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(Studi Pada Desa Sumberejo 

dan Desa Kandung di 

Kecamatan Winongan 

Kabupaten Pasuruan) 

Tahun 2015 2017 

Penulis Ari Fradiyanto Arista Widiyanti 
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Sumber  E-journal  E-journal 

Rumusan Masalah Bagaimana “Akuntabilitas 

Alokasi Dana Desa Tahun 

2014 dalam Mewujudkan 

Good Governance” Studi 

Kasus Desa Bulurejo 

Kecamatan Bejeng Kabupaten 

Gresik? 

1.Bagaimana Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Pada Desa Sumberejo dan Desa 

Kandung di Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan? 

2.Bagaimana Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Pada Desa Sumberejo dan Desa 

Kandung di Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan? 

Metode Penelitian  Kualitatif Kualitatif 

Hasil Penelitian a. Akuntabilitas hukum 

dan kejujuran, sudah 

dilakukannya dalam 

pelaksanaan alokasi 

dana desa terdapat 

proses dan prosedur 

yang dijalankan 

b. Akuntabilitas proses, 

sudah sesuai dengan 

peraturan mulai dari 

penyusunan rencana 

penggunaan dana 

sampai pada 

pelaporannya 

c. Akuntabilitas 

program, sudah 

dijalankan dan 

dioptimalkan  sesuai 

rencana pengguna 

dana  

d. Akuntabilitas 

kebijakan, 

dilakukannya 

penyampaian 

informasi atau 

pengumuman kepada 

masyarakat  tentang 

penggunaan ADD 

a. Akuntabilitas dalam 

proses penatausahaan 

sudah sesuai dengan 

permandagri no 113 

tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan 

desa 

b. Akuntabilitas dalam 

peloporan sudah sesuai 

dengan permandagri no 

113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan 

desa 

c. Akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban 

sudah sesuai dengan 

permandagri no 113 

tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan 

desa 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

a. Metodelogi 

penelitian 

b. Fokus penelitian pada 

akuntabilitas dan 

transparansi 

a. Metodelogi penelitian 

 

Perbedaan dengan 

penelitian 

a. Konsep penelitian 

b. Tempat penelitian 

a. Fokus penelitian 

b. Tempat penelitian 

 

2.10 Kerangka Berpikir  
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23 
  

 
 

 Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah desa yang 

berlokasi di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Berikut ini 

merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban 

atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah 

sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai yang pada akhirnya penelitian ini 

mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait objek dan bahasan 

penelitian.  
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

Menurut Silalahi (2012:6)  metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau 

cara yang sahih atau andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Dengan 

pengetahuan yang ilmiah kita akan mengatahui prosedur yang akan kita jalankan 

dengan metode yang tepat. Menurut Usman dan Akbar (2003:42) metode 

merupakan suatu prosedur atau cara untuk memahami sesuatu, yang mempunyai 

langkah-langkah sistematis. Namun, apabila metode tersebut tidak adanya 

pedoman untuk menjalankan sesuai dengan prosedur ilmiah tidak akan sesuai 

dengan tujuan sesuai data yang valid. Metode penelitian merupakan suatu langkah 

yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Penelitian 

merupakan proses, mulai dari proses berpikir untuk mencoba memberikan 

jawaban atas suatu permasalahan. Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat 

mempermudah peneliti dalam mencari jawaban atas suatu permasalahan yang 

terjadi. Oleh karena itulah, metode penelitian memiliki suatu metode penelitian 

yang sesuai dengan objek yang diteliti untuk memperoleh hasil yang benar dan 

tepat. 

Metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti meliputi komponen-

komponen sebagai berikut: 

a. Pendekatan penelitian; 

b. Tempat dan waktu penelitian; 

c. Desain penelitian; 

d. Teknik dan alat perolehan data; 

e. Teknik menguji keabsahan data; 

f. Teknik analisis dan penyajian data; 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.  

Penelitian dengan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan 

Silalahi (2012:38) yang menyebutkan bahwa penilaian kualitatif kecenderungan 

untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) 

melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam.  

 Satori dan Komariah (2014:23) menggambarkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana 

kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, 

dan di mana tempat kejadiannya. Berkaitan dengan masalah yang diangkat, 

peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang 

bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam 

pembangunan di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo 

Kabupaten Jember. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga 

September Tahun 2018 dengan sasaran penelitian tentang pengelolaan alokasi 

dana desa pada tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Jember, serta dampak pembangunan tersebut terhadap 

produktivitas masyarakat. Dengan peneliti membatasi rentang waktu pada periode 

satu tahun terakhir untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan alokasi dana 

desa  pada tahun 2017 dalam pembangunan serta dampak yang diterima oleh 

masyarakat Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.  
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3.3 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian, informan 

penelitian, data dan sumber data, serta menilai kualitas data yang digunakan. 

3.3.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan yang 

ada sehingga apa yang dikaji menjadi lebih terarah dan tidak melebar terlalu jauh . 

Fokus penelitian akan memberikan batasan-batasan bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian sehingga akan memperoleh hasil yang spesifik sesuai dengan tujuan. 

Fokus dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  

alokasi dana desa  pada tahun 2017 dalam pembangunan di desa Wonoasri 

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.  

3.3.2 Penentuan Informan Penelitan 

Informan merupakan bagian penting dalam suatu penelitian sebagai 

sumber infomasi bagi peneliti. Informan adalah orang yang memahami tentang 

objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan 

yang akan diteliti. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) 

informan peneliti sebaikanya memenuhi kriteria seperti berikut ini. 

a. Orang yang mampu memahami masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi 

yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses menghayati 

b. Orang yang berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki 

waktu yang memadai untuk dimintai informasi 

c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan 

sebagai subjektivitasnya 

d. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat 

menjaikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitian 

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2011:96), purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau 
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mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang akan diteliti. Berdasarkan keterangan ahli diatas tentang 

kriteria informan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait objek yang 

akan diteliti maka peneliti menemukan sejumlah informan penelitian yang dianggap 

memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat memberikan informasi 

serta aktor-aktor yang terlibat langsung terkait topik penelitian akuntabilitas alokasi 

dana desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Berikut ini 

adalah daftar Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini.Berdasarkan 

keterangan ahli diatas tentang kriteria informan yang dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi terkait objek yang akan diteliti maka  peneliti menemukan 

sejumlah informan penelitian yang dianggap memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai 

informan yang dapat memberikan informasi serta aktor-aktor yang terlibat langsung 

terkait topik penelitian akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Wonoasri  

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Berikut ini adalah daftar Pihak-pihak 

yang menjadi informan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 Data informan penelitian 

No Narasumber Jabatan 

1 Sugeng Kepala Desa 

2 Tirto  Kaur Keuangan Desa 

3 Luvitasari Bendahara Desa 

4 Tusbani Ketua BPD 

5 Totok Ketua LPM 

6 Wagiman Ketua Gapoktan 

7 Affan Guru Sekolah Dasar 

8 Agus amma Tokoh Masyarakat 

9 Penta Pegawaii Kecamatan Tempurejo 

10 Adi Kabid pengelolaan kekayaan dan aset desa 

BAPEMAS 
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3.3.3 Data dan Sumber data 

Data memegang peranan yang  penting terhadap penelitian. Data menjadi 

dasar yang menjadi sumber untuk mencari suatu informasi. Tanpa adanya sebuah 

data maka penelitian tidak akan berlangsung. Idrus (2009:61) mendefinisikan data 

sebagai segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian. Selanjutnya Idrus juga menjelaskan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang 

diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat 

yang menjadi subjek penelitiannya. peneliti membutuhkan data yang valid 

sebagai sumber infomasi terhadap objek yang akan diteliti untuk menjawab 

masalah penelitian. Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data 

kualitatif. Menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data dalam bentuk 

angka. Data dibagi menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

sedangkan data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen 

atau sumber lainnya. 

a. Data Primer 

Data primer peneliti peroleh dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa 

sumber dan observasi dilapangan. Berikut disajikan rincian data primer yang 

penelit dapatkan selama penelitian. 

Tabel 3.2 Hasil data Primer 

No Sumber data Data primer yang diperoleh 

1 Sugeng a. Gambaran tentang keuangan desa Wonoasri 

b. Alur pengelolaan keuangan di Desa Wonoasri 

c. Besaran nominal ADD yang didapat selama 2 tahun 

terakhir 

d. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

ADD di Desa Wonoasri 

2 Tirto a. Besaran nominal ADD yang didapat Desa Wonoasri  

selama 2 tahun terakhir. 

b. Alur pengelolaan ADD di Desa Wonoasri 

c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ADD dan 

transparansi penggunaannya 

 

3 Luvitasari a. Besaran nominal ADD yang didapat Desa Wonoasri  
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selama 2 tahun terakhir. 

b. Alur pengelolaan ADD di Desa Wonoasri 

c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ADD dan 

transparansi penggunaannya 

 

4 Totok a. Pembangunan yang ada di Desa Wonoasri 

b.  bentuk pertangggungjawaban pembangunan yang 

dilakukan 

c.  bentuk transparansi dalam setiap pembangunan yang 

dilakukan oleh LPM 

5 Tusbani a.  peran BPD didalam pemerintahan di Desa Wonoasri 

b.  pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Wonoasri 

c. Kegiatan yang dilakukan oleh BPD 

6 Wagiman a.  kinerja pemerintah desa dalam mensosialisaikan 

ADD  

b.  bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari 

pengelolaan ADD di desa Wonoasri 

c.  Peran masyarakat dalam mengelola keuangan desa  

7 Affan a. kinerja pemerintah desa dalam mensosialisaikan 

ADD  

b.  bentuk transparansi dari pengelolaan ADD di desa 

Wonoasri 

c. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa 

8 Agus Amma a. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa 

b. Kinerja dari pemerintah desa 

c. bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari 

pengelolaan ADD di desa Wonoasri 

 

9 Penta a. mengetahui alur pengelolaan ADD di desa se 

kecamatan Tempurejo 

10 Adi a. besaran ADD yang didapat desa Wonoasri selama 3 

tahun terakhir 

b. kinerja dari transparansi maupun laporan 

pertanggungjawabn oleh pemerintah Desa Wonoasri. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. sumber data sekunder 

yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari hasil dokumentasi. Berikut ini 

merupakan data sekunder yang peneliti dapatkan 

3.3 Data Sekunder 

NO Sumber Data Data Sekunder Yang Didapatkan 

1 Pemerintah Desa 

Wonoasri 

a. laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 

2017 

b. APBDes tahun 2017 
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c. Dokumentasi pembangunan yang berasal dari 

ADD 

d. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja 

desa (PAPBDES) Pemerintah Desa Wonoasri 

tahun anggaran 2017 

 BAPEMAS Peraturan Bupati no 39 tahun 2017 tentang pengelolaan 

ADD  

 Pemerintah Kecamatan 

Tempurejo 

Surat Camat Temmpurejo Tentang tim TFK 

 

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, 

wawancara, survey atau angket. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat 

berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuesioner atau alat elektronik. 

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian dibutuhkan untuk menggali 

data-data yang relevan sesuai dengan masalah dan jenis penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini lebih banyak pada 

observasi, wawancara mendalam (in depth interview), analisis dokumentasi. 

Sedangkan alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa alat perekam, 

pedoman wawancara, kamera, buku catatan. Berikut ini merupakan beberapa cara 

yang peneliti gunakan dalam memperoleh data. 

 

 

3.4.1 Observasi  

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yan diteliti. Menurut Faisal 

(1990) yang dikutip dalam Sugiyono (2011:226) observasi diklasifikasikan dalam 

tiga kategori yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan, dan tersamar. 

Pada pe nelitian ini peneliti akan menemui pihak informan dan berkomunikasi 

secara langsung mengenai hal-hal yang peneliti ingin ketahui terkait objek  Alat 

untuk menunjung perolehan data yang digunakan oleh peneliti adalah kamera 

untuk melakukan dokumentasi. Selain itu peneliti berusaha untuk melakukan 
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pengamatan terkait data ADD yang sudah direalisasikan dalam bentuk fisik 

seperti sarana dan prasarana, jalan, pembangungan lainnya. 

3.4.2 Wawancara  

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) “wawancara merupakan proses 

tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”. Esterberg (2002) 

yang dikutip Sugiyono (2011:223) mengklasifikasikan wawancara dalam tiga 

kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawacara 

tidak tersetruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

semistruktur yaitu proses tanya jawab peneliti dengan informan akan berlangsung 

lebih bebas namun tetap dalam rangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. 

3.4.3 Dokumentasi 

Menurut Usman dan Akbar (2003:73) dokumentasi adalah proses 

pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen”. Data yang diambil 

dari dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumen yang dibutuhkan 

peneliti meliputi alokasi dana desa, perundang-undangan, dan peraturan lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian. Serta dokumen lainnya seperti foto, hasil 

wawancara dan catatan lainnya untuk memperkuat penelitian. 

 

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data 

Teknik menguji keabsahan data dilakukan untuk menguji kebenaran agar 

diakui validitas dan reabilitas. Peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Menurut 

Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji  keabsahan data 

menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode 

dan teori”. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan 

terhadap data yang diperoleh melalui cara yang dikemukan Moloeng (2014:332) 

adalah sebagai berikut. 

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan 

2) Mengecek dengan bebagai sumber data 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan 
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3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

 Analisis data kualitati menurut Miles dan Huberman yang dikutip Silalahi 

(2012:39) “memiliki tiga siklus kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)”. Proses 

siklus analisis data kualitatif berlangsung mulai dari sebelum pengumpulan data, 

selama pengumpulan data hingga dalam pengumpulan data. Tahapan analisis data 

kualitatif adalah sebagai berikut. 

a) Reduksi data 

Reduksi data dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan 

data sampai laporan akhir penelitian yang telah tersusun secara lengkap. Menurut 

Silalahi (2012:340) “reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara 

menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpuan atas data yang 

direduksi”.                

   b) Penyajian data 

Menurut Silalahi (2012:340) “merupakan kegiatan dalam proses analisis 

data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat 

mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang 

disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan melalui teks naratif, 

matriks, grafik, jaringan dan bagan”. 

c) Verifikasi data (penarikan kesimpulan) 

Verfikasi data merupakan proses terakhir setelah penyajian data. Menurut 

Silalahi (2012:341) “verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, 

kekukuhan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga sedikit 

terbukti validitas daa tersebut. Berikut gambar komponen analisis data kualitatif” . 
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Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi    

(2012:340) 

 

 

 

Penyajian data Pengumpulan data 

Verifikasi Reduksi data 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa Pemerintah Desa Wonoasri telah menjalankan tugasnya dengan baik serta 

telah menjalankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola ADD 

tahun 2017. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah 

desa dapat diketahui melalui program yang mereka lakukan. Mulai dari 

perencanaan hingga evaluasi semua dilakukan seterbuka mungkin bagi 

masyarakat untuk mengetahui bahkan ikut terlibat dalam proses pengelolaan ADD 

di Desa Wonosri. Berikut ini merupakan tahap-tahap pengelolaan ADD oleh 

Pemerintah desa Wonoasri dalam menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. 

1. Perencanaan. 

 perencanaan selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonoasri pada 

pertengahan hingga akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Pemerintah 

Desa saling bekerja sama dengan BPD untuk memfasilitasi muasyawarah dengan 

agenda rencana pengelolaan keuangan serta pembangunan desa untuk tahun yang 

akan datang. Perencanaan dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu tingkat 

dusun. Setelah seluruh dusun melaksanakan musyawarah dusun dan menampung 

aspirasi masyarakat maka tahap selanjutnya adalah dilakukannya musyawarah 

pembangunan tingkat desa. Musyawarah tingkat desa dihadiri oleh seluruh elemen 

yang berada di desa meliputi unsur pemerintah desa, BPD, RT/RW serta tokoh 

masyarakat yang sebelumnya telah menghadiri musyawarah dusun. Agenda 

musyawarah pembangunan desa adalah membacakan seluruh aspirasi masyarakat 

yang telah ditampung sebelumnya. Kemudian seluruh aspirasi tersebut ditampung 

dan dikorelasikan dengan RPJM Desa. Setelah program-program telah dipilih 

dalam program prioritas yang sesuai dengan RPJMDes maka akan diadakan rapat 

kembali antara BPD dan pemerintah desa untuk menyusun RAPBDes hingga 

menjadi APBDes yang disahkan dan dapat diterapkan pada tahun anggaran. 
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2.  Pelaksanaan 

Pelaksanaan program dilakukan oleh Pemerntah Desa dengan melibatkan 

kader-kader desa maupun LPM untuk merealisasikan apa yang sudah disusun 

dalam APBDes. Setiap pembangunan terutama pembangunan berupa fisik selalu 

dilakukan sosialiasi kepada masyarakat setempat bahwa akan ada realisasi 

program dilingkungan tersebut. Terkadang masyarakat juga melakukan gotong 

royong untuk membantu merealisasikan program desa karena mereka menyadari 

bahwa apa yang dibangun oleh pemerintah desa merupakan berdampak baik bagi 

mereka. Serta pelaksanaannya juga dapat dilihat langsung oleh masyarakat 

setempat maka masyarakat dapat langsung mengetahui bagaimana pelaksanan 

program tersebut dilaksanakan. 

3. Pertanggungjawaban 

Setiap program yang direncanakan dan telah dilaksanakan  akan 

dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa selaku penanggung jawab 

pengelola keuangan. Laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah 

desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD selaku perwakilan masyarakat desa. 

Pada rapat pertanggungjawaban kepala desa seluruh program dibahas secara 

detail. Program-program akan dievaluasi oleh BPD apakah telah sesuai dengan 

perencanaan atau tidak.  Kemudian BPD akan menentukan sikap terhadap laporan 

tersebut apakah dapat diterima  atau tidak yang apabila laporan tersebut dapat 

diterima oleh BPD maka selanjutnya  akan disahkan Peraturan Desa Nomor 1 

Tentang Pertanggungjawaban anggaran tahun 2017. 

Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah menjadi hal menarik 

untuk diteliti lebih dalam terutama terkait dengan tansparansi dan bentuk 

pertanggungjawabannya. Tentunya semua pihak menginginkan keterbukaan serta 

pertanggungjawaban yang jelas terkait pengelolaan ADD, bukan hanya 

masyarakat desa yang memiliki hak untuk mendapatkan transparansi tetapi 

terdapat pula pemerintah daerah yang memilki wewenang terhadap pengawasan 

serta meminta laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa atas apa saja 

yang sudah mereka lakukan dan kemana saja dana tersebut telah dialokasikan. 
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Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait transparansi dan 

akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonoasri dapat dikatakan 

telah berjalan dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas dapat dikatakan dengan 

baik karena ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut. 

1) Adanya komunikas publik oleh pemerintah desa. 

Pengelolaan ADD disampaikan oleh pemerintah Desa Wonoasri kepada 

masyarakat melalui forum musyawarah yang dilakukan oleh aparatur desa dan 

bekerja sama dengan pihak BPD dalam melakukan musyawarah pengelolaan 

ADD. Warga desa juga turut diundang untuk mengikuti forum musyawarah 

tersebut untuk memberi kesempatan kepada warga dalam menyampaikan 

aspirasinya terkait pengelolaan ADD. Pemerintah Desa Wonoasri juga telah   

melakukan sosialisasi terhadap apa saja yang akan dilakukan kepada warga 

terkait program kerja, pelayanan, maupun segala hal yang warga diharuskan 

unuk tahu. Peran kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga tidak 

serta merta seenaknya sendiri dalam mengelola keuangan desa termasuk dalam 

mengelola ADD. Kepala desa selalu mendengar aspirasi serta keluhan dari 

warga desa tentang apa saja yang harus dibenahi oleh pemerintah desa. Setiap 

pemerintah desa telah diberi kebebasan untuk mengelola keuangan desa yang 

saat ini jumlahnya sangat besar. Nilai jujur dan bertanggungjawab harus 

tertanamkan pada setiap individu aparatur desa  agar tetap menjaga kepercayaan 

yang telah diberikan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga 

tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 

2) Hak masyarakat terhadap akses informasi 

Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi 

terkait hal-hal yang mereka harus ketahui. Pemerintah desa telah menyediakan 

papan informasi agar masyarakat dapat melihat informasi terkait hal-hal yang 

mereka butuhkan. Pemerintah desa selalu memampang pengumuman terkait 

pelayanan, program bantuan dan banyak lagi sebagai upaya pemenuhan akses 

informasi terhadap masyarakat. Selain melalui papan informasi masyarakat juga 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada aparatur desa 
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maupun sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah desa melalui ketua 

RT/RW. 

3) Terdapat akuntabilitas horizontal maupun akuntabilitas vertikal. 

Asas akuntabilitas merupakan salah satu fungsi yang penting dalam 

konsep pengelolaan. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab 

pemerintah desa selaku pihak yang diberi amanat baik oleh pemerintah 

kabupaten maupun masyarakat desa untuk mengelola kekayaan dan sumber 

keuangan untuk membangun desa dan mensejahterakan kehidupan 

masryarakatnya. Pemerintah desa wonoasri telah menerapkan asas akuntabilitas 

baik secara vertikal maupun horiszontal. Hal ini dapat dibuktikan melalui 

keterangan ibu danuk pegawai BAPEMAS bidang pengelolaan kekayaan dan 

keuangan desa selaku representasi dari pemerintah kabupaten maupun dari 

masyarakat desa Wonoasri yang salah satunya dari keterangan ketua BPD  

bahwa pada intinya mereka memberi keterangan pemerintah desa Wonoasi telah 

menerapkan asas akuntabilitas dengan baik dan dapat diterima. Baik itu yang 

bersifat akuntabilitas vertikal mapun akuntabilitas horizontal. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ADD tahun anggaran 2017 yang 

dilakukan oleh pemerintah desa Wonoasri telah dilakukan secara baik dan juga 

akuntabel. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui observasi, wawancara 

serta dokumen-dokumen dari berbagai sumber terdapat beberapa saran yang ingin 

peneliti sampaikan guna menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

kualitas dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola 

alokasi dana desa di Desa Wonoasri yakni sebagai berikut. 

1. Pemerintah desa pada saat memberikan informasi kepada warga terkait 

informasi apapun yang ingin disampaikan hendaknya tidak hanya 

bergantung pada papan informasi yang terpampang di balai desa, 

melainkan pemerintah desa harus dapat beradaptasi dengan majunya 

perkembangan zaman, terutama kemajuan teknologi informasi yang saat 
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ini terus mengalami kemajuan. Pemerintah desa setidaknya memiliki 

website untuk menggambarkan segala sesuatu tentang desa. Website 

tersebut dapat dikendalikan oleh operator yang akan mengisi wibsite 

tersebut dengan profil desa, visi misi kepala desa, pembangunan desa, 

informasi tentang APBDes maupun tentang pengelolaan keuangan desa 

selama satu periode termasuk dengan pengelolaan alokasi dana desa yang 

telah didapatkan oleh desa dari pemerintah daerah. Dengan adanya webite 

desa diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi 

terkait segala sesuatu tentang desa terutama tentang pembangunan desa 

dan tentang pengelolaan keuangan desa. 

2. Kepala desa selaku penanggungjawab diharapkan lebih meningkatkan 

kembali fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah yang 

menjadi bawahannya. Fungsi pengawasan dari atasan sangat berperan 

penting dalam meningkatkan kualitas dari kinerja organisasi. Diharapkan 

kualitas kinerja aparatur Desa Wonoasri semakin baik dengan didukung 

oleh pengawasan yang baik oleh bapak sugeng selaku kepala Desa 

Wonoasri. 

3. Meningkatkan komunikasi yang baik secara internal maupun komunikasi 

kepada publik. Komunikasi menjadi kunci dari segala sesuatu. Melakukan 

fungsi pemerintahan bukanlah hal mudah, perlu sinergi antara aparatur 

desa untuk bergotong royong dalam  mencapai tujuan organisasi dalam 

konteks ini yaitu tujuan desa mensejahterakan masyarakat. Kepala desa 

selaku penangung jawab berperan memberikan motivasi maupun arahan 

kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin. begitu 

pula dengan para aparatur desa saling berkomunikasi intens satu sama 

lainnya, meskipun tugas pokok dan fungsi mereka berbeda akan tetapi apa 

yang mereka kerjakan saling berkaitan antara satu dan lainya. Komunikasi 

kepada publik juga tidak kalah pentingnya karena apa yang dikerjakan 

oleh pemerintah desa akan berdampak kepada publik ( masyarakat Desa 

Wonoasri).   
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